BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka
penulis mengemukakan kesimpulan mengenai hal-hal pokok yang telah penulis
bahas pada pembahasan sebelumnya terutama mengenai pemenuhan syarat hal
ihwal kegentingan yang memaksa dalam Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Beberapa
kesimpulannya yaitu: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi tidak memenuhi syarat hal ihwal
kegentingan yang memaksa berdasarkan 3 (tiga) parameter syarat kegentingan
memaksa sesuai dengan putusan Mahkamah Kontitusi nomor 138/PUU-V11/2009,
dapat dilihat pada Penjelasan Point per Point yang telah Penulis uraikan pada Bab
sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut Penulis berpendapat, Pemerintah tidak
cermat dalam memenuhi syarat fomil kegentingan yang memaksa dalam
penetapan sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang berdasarkan
Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 terutama dalam hal ini Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi.



Selain ituu, Perppu Kpk juga tidak memenuhi beberapa Materi muatan yang
harus mencerminkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik,
baik dari segi asas, norma atau kaidah yang termuat dalam hal pembentukan
peraturan perundang-undangan.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan diatas, penulis memberikan beberapa
saran yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah dalam hal ini Presiden agar mempertegas dan mencermati
syarat formil kegentingan yang memaksa dalam penerbitan suatu Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang berdasarkan putusan MK Nomor
138/PUU-V11/2009.

2. Presiden dan DPR agar merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan mengadopsi
ketentuan 3 parameter kegentingan yang memaksa dalam penetapan sebuah
Perppu berdasarkan pada putusan MK nomor 138/PUUVII/ 2009.

a. Presiden dalam hal membuat suatu Perppu agar memperhatikan materi
muatan didalamnya agar tidak menyelisih UU yang menjadi dasar

pembentukannya.
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